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ABSTRAK

Bentuk negara yang sekarang ramai diperbincangkan di dunia adalah
bentuk negara federasi. Bentuk negara ini disinyalir mempunyai kelebihan
dibandingkan dengan bentuk negara lain karena dalam bentuk negara federasi
terdapat kebebasan bagi daerah untuk mengelola daerahnya sendiri sehingga dapat
meminimalisir terjadinya kesenjangan antara pemerintahan pusat dengan Daerah.
Sistem ini sangat popular, karena negara-negara yang menganut bentuk ini
menjelma menjadi Negara maju seperti Amerika, Swiss, dan Malaysia. Akibat
progress luar biasa dari negara-negara penganut negara federasi, banyak negara di
dunia termasuk Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim ingin
mencoba bentuk negara federasi untuk mengatasi krisis multi dimensional.
Banyak pengamat muslim Indonesia seperti Amien Rais, Hasan Tiro bahkan
Abdurrahman Wahid berpendapat, salah satu cara untuk mengeluarkan Indonesia
dari berbagai macam krisis ekonomi serta ketidakailan antara pusat dan daerah
yang selama ini terjadi adalah dengan menganut bentuk negara federasi.
Meskipun banyak tokoh-tokoh Islam Indonesia yang menawarkan bentuk negara
federasi, tetapi banyak tokoh muslim Indonesia anti terhadap bentuk negara
tersebut karena dianggap bertentangan dengan sistem pemerintahan dan bentuk
negara Islam (khilafah) yang tertuang dalam syari’at Islam.

Berangkat dari berbagai macam pola pemikiran kaum intelektual muslim
terkait dengan federasi dalam Islam, penyusun tertarik untuk meneliti lanjut
tentang bentuk negara federasi apakah sesuai dengan syari’at Islam atau tidak
ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah. Secara normatif historis, bentuk negara
federasi belum dikenal oleh para pemikir muslim zaman klasik dan belum pernah
direalisasikan dalam konteks negara Islam, tetapi secara subtansial belum tentu
bentuk Negara federasi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai syari’at Islam.
Skripsi ini mencoba membedah bentuk negara federasi perspektif figih siyasah.
Untuk menjawab problem di atas, maka penyusun akan menggunakan jenis
penelitian kepustakaan (Library Reseach) yang bersifat deskriptif analitis
dengan menguraikan secara sistematis materi pembahasan federasi yang
berasal dari berbagai sumber, kemudian dianalisis secara cermat.
Pendekatan yang dipakai adalah normatif, yakni mendekati konsep
federasi dengan berdasarkan pada teks-teks al-Qur’an dan as-sunnah serta
pendapat para pakar politik Islam agar dapat diperoleh gambaran yang
jelas apakah bentuk negara federasi sesuai dengan syari’at Islam atau
tidak.Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk negara
federasi tidak bertentangan dengan syari’at Islam karena Islam tidak
menjelaskan secara spesifik tentang bentuk negara yang harus dianut oleh
umat Islam. Selain itu bentuk negara federasi mirip dengan bentuk negara
Madinah yang pernah didirikan oleh Nabi Muhammad karena meliputi
wilayah yang tidak begitu luas sehingga nilai-nilai demokrasi dan nilai-
nilai siyasah syar’iyyah lebih dapat direalisasikan. Selain itu secara
subtansial bentuk Negara federasi sangat sesuai dengan syari’at Islam
karena tujuan negara federasi adalah untuk menciptakan keadilan dan
kesejahteraan bagi rakyatnya.
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Sesudah Kami jadikan engkau (wahai Muhammad dan
utuskan engkau) menjalankan satu Syariat (yang
cukup lengkap) dari hukum-hukum agama; maka

ikutilah Syariat itu, dan janganlah engkau menuruti
hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui
(perkara yang benar). (Q.S. Al-Jas|iyah: 18).
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Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya.
2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis
dengan h

sLly YAl S ditulis Kara>mabh al-auliya>’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

il 318 ) ditulis Zaka>tul fitri
Vokal Pendek
——— fathah ditulis a
———e kasrah ditulis i
it dammah ditulis u
Vokal Panjang
1 fathah + alif ditulis a>
Glala ditulis ja>hiliyyah
) fathah + ya’ mati ditulis a>
e ditulis yas’a>
3 kasrah + ya’ mati ditulis i>
S ditulis kari>m
4 dammah + ya’ mati ditulis u>
Uay ditulis furu>d




Vokal Rangkap

1 fathah + ya’ mati ditulis ai

aSiy ditulis bainakum
2 fathah + wawu mati ditulis au
Ja ditulis qaulun

Vokal —Vokal Pendek

_Vokal-vokal Eﬁndek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.
<

ditulis a'antum
e f ditulis w’idat
i S il ditulis la’in syakartum
Kata Sandang Alif +Lam
1. Bila diikuti huruf gamariyyah :
ol Ditulis al-Qur’a>n
ostaall Ditulis al-Qiya>s

2. Bila diikuti dengan huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf / (el)nya.

sladl ditulis as-sama>’
nasil) ditulis asy-syams

Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya

! g ill (g ¢ ditulis z{awi> al-furu>d
aud Jal ditulis ahl as-sunnah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara agama dan politik dalam [slam selalu menjadi
topik pembicaraan yang menarik, baik oleh golongan yang berpegang
teguh pad.a ajaran agamﬁ Islam maupun golongan yang berpandangan

sekuler, '

Munculnya topik pembicaraan tersebut b_erpanskal dari
permasalahan apakah kerasulan Muhammad SAW mempunyai Kaitan
dengan masalah politik atau apakal: Islam merupakan agama yang terkait
erat dengan urusan politik, kencgaraan dan pemerintahan, dan apakah
bentuk dan sistem pemerintahan, sekaligus prinsip-prinsipnya terdapat
dalam Islam atau tidak.

Mayoritas ulama menyandarkan permasalahan kenegaraan ini
kepada sunnah fi'liyah Rasulullah SAW yaitu kepemimpinan lNabi

Muhammad SAW setelah hijrah dari Makkah ke Yatsrib (Madinah), yaitu

setelah tercetusnya piagam Madinah yang oleh sebagian kalangan dinilai

! Selader adalah kata yang berarti bersifat kedusniaan, dalam ilwm scsial keagamaan
sekuler berarti psham vang memandang bahwa masalah politik dan negara merupskan urusan
dunia yang tidak ada kaitannya dengan masalah agama yang bersifat spiritual. Arti kata sekuler
lihat Pius A. Partanto dan M. Dshlan al-Barry, Kamus llmiah Populer, (Surabaya: Ariloka, 1994),
him. 699. Istilah sekularisme muncul pada tahun 1846 dari George Holyake. Ia menyatakan
“Seculrism is an ethical foonded on the principle of natural morality and independent of revealed
religion or supernaturalism™" Sistem sekular ini mendapat sambutan yang besar pada abad ke-17,
18 dan 19. Jadi, sekularisme, sebagaimana telah disinggung dalam tiga model di atas, berarti
pemisahan agama dan negara atau tidak ada campur tangan agama dalam pelaksanaan
pemerintahan. Seringkali istilah sekularisme dimengerti sebagai paham yang anti agama padahal
tidaklah demikian. Sekularisme tidak anti agama, hanya saja tempat agama dan demokrasi berjaaln
paralel, agama dalam kehidupan masing-masing individu dan demokrasi dalam kehidupan
pemerintahan. untuk lebih jelasnya lihat Salim Ali al-Bahnasawi, Wawasan Sistem Politik Islam,
alih bahasa Mustolah Maufur, cet. 1, (Jakarta; Pustaka al Kautsar, 1996), him. 111.



sebagai konstitusi pertama yang ada dalam dunia Islam yang menandai
berdirinya negara Islam.?

Sejarah Islam telah mengungkapkan bahwa Rasulullah SAW telah
berusaha semaksimal mungkin dengan mengerahkan kekuatan dan pikiran
yang ditopang wahyu untuk mendirikan daulah Islam dan negara bagi
dakwah beliau serta penyelamatan bagi pengikut beliau.?

Apabila dikaji secara teliti berkenaan dengan persoalan bentuk
negara dan sistem pemerintahan dalam Al-qur'an dan Sunnah, maka tidak
ditemukan adanya nash yang secara spesifik menetapkan bentuk negara
atau sistem pemerintahan tertentu yang harus ditegakkan oleh umat Islam.
Fenomena ini disebabkan karena syariat Islam merupakan hukum Ilahi
yang besifat universal dan mutlak kebenarannya serta mampu
memperkirakan perkembangan sejarah. Oleh karena itu, Syari’at Islam
hanya mengemukakan prinsip-prinsip politik yang amat terbatas sekali
jumlah maupun penjelasannya, kemudian menyerahkannya aplikasi
teknisnya kepada ijtihad kaum muslimin di sepanjang masa agar ajaran
tersebut tidak usang ditelan zaman.*

Dalam sejarahnya, Islam tidak hanya mempunyai satu model negara
Islam, tapi banyak sekali bentuk dan artikulasinya disesuaikan dengan

kondisi sosial, budaya dan kebutuhan zaman yang mengklaim sebagai

2 Fuad Mohd Fachrudin, Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: CV, Pedoman limu Jaya,
1988), cet. I, him. 36. )

* Yusuf Al- Qordhowy, Min Fighid-Daulah Fil-Islam, (Cairo: Darusy- Syuruk, 1997),
cet. I, Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, Figh Daulah Dalam Perspektif Al-qur'an dan Sunnah,
(Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1997), cet. I, him. 24.

* Muhammad Asad, Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam, Alih bahasa
oleh Afif Muhammad, dari Minhaj Al-Islam Fi ai-Hukmi, (Bandung, Pustaka, 1985), cet. I, him.
45,



pemerintahan Islami. Kaum muslimin di sepanjang zaman diwajibkan
untuk menemukan model-model negara yang sekiranya sesuai dan dapat
memenuhi tuntutan zaman mereka serta dapat menjwab problem yang
dihadapi oleh umat, dengan syarat bahwa bentuk dan sistem negara yang
mereka pilih betul-betul seirama dengan hukum-hukum syara’ yang
berkenaan dengan sistem kehidupan sosial-politik.’

Indonesia merupakan salah satu negara muslim yang tidak
menggunakan ideologi Islam sebagai mazhab politiknya. Indonesia
memilih menjadi negara-bangsa (nation-state) yang berideologi Pancasila
karena dianggap lebih dapat menjamin persatuan dan kesatuan bangsa.®

Ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945 yang menganut bentuk
Negara Republik dan menganut mazhab Negara Kesatuan dewasa ini
mendapat ujian yang maha berat dengan adanya krisis multi dimensional.’
Pasca Krisis tahun 1997, Indonesia terperosok dan terjerat dalam empat
krisis besar dan masing-masing memiliki dinamika sosial politisnya
sendiri tapi saling terkait, empat krisis tersebut adalah:

1. Krisis Timor-timur, meskipun sama sekali bukan keprihatinan
paling mendesak untuk kalangan pemimpin Indonesia.

2. Krisis Kesatuan Nasional atau fragmentasi teritorial yang tampak
jelas (tuntutan Aceh untuk suatu referendum mengenai pemisahan
diri).

5 Ibid,, him. 46.

¢ Cris Manning dan Peter Van Decrmen, /ndonesia Di Tengah Transisi Aspek-Aspek
Sosial Reformasi dan Krisis, (Yogyakarta: LKiS, tahun 2000) cet. I, kata sambutan, him. X.

? Bahrul ‘Ulum, Bodohnya NU apa NU di Bodohi,(Yogyakarta: Ar-ruz Press, 2002), him
.122-23.



3. Krisis Demokratisasi dan Penyempurnaan Transisi dari rezim
otokratis Suharto ke sistem yang lebih tanggap dan dapat dipercaya
rakyat.

4. Krisis Ekonomi tahun 1997-1998 yang sejauh ini baru
menampakkan sedikit tangga akan adanya pemulihan.}

Berbagai macam krisis tersebut menyadarkan kita bahwa terdapat
sistem yang kurang tepat serta adanya kesalahan dalam memanage bangsa
dan negara yang besar ini. Perilaku pemerintahan Soeharto yang terlalu
sentralistik, despotik, dan otoriter dengan memakai jargon negara kesatuan
telah menyebabkan Indonesia terjerembab pada lubang krisis yang dalam
serta tidak bisa menciptakan kesejahteraan dan keadilan secara hakiki bagi
rakyat Indonesia.’

Tuntutan bagi otonomi tampil dalam sorotan perpolitikan nasional
pasca lengsernya Soeharto dengan usul kejutan dari Habibi pada bulgn
Januari 1999 tentang referendum mengenai status politik Timor-Timur
yang hasilnya menjadi tawaran untuk memilih otonomi atau
kemerdekaan.' Isu tentang format politik baru itu dalam menggalang dua
puluh empat propinsi yang masih tersisa, misalnya, memberikan otonomi
lebih besar tetapi dalam pengaturan seperti yang ada sekarang, atau
membentuk sistem federal baru, muncul sebagai isu besar dan penting
pada tahun 1999 dan cenderung menuntut perhatian pemerintah pada

tahun-tahun mendatang.''

® Cris Manning dan Peter Van Deermen, Indonesia Di Tengah., him. X-XI..
® Bahrul ‘Ulum, Bodohnya NU., him .122-23..

'° Cris Manning dan Peter Van Deermen, Indonesia Di Tengah., him. 6.
" Ibid., him 7



Jika suatu negara dihadapkan pada kemungkinan disintegrasi,
negara dihadapkan pada tiga pilihan. Tiga pilihan tersebut adalah:

1. Pemisahan diri, dalam hal ini loyalitas sub nasional diperkenankan
untuk menang.

2. Menghapuskan loyalitas sub nasional, yaitu dengan pembantaian (genocide)
seperti di Burundi, Ruwanda, Bosnia Herzegovina.

3. Hidup berdampingan secara damai dengan sub nasional, pilihan ini dinamakan
federalisme.'

Salah satu solusi mujarab terhadap ancaman disintegrasi nasional
yang gemanya cukup marak pada tahun 1999 adalah konsep federalisme.
Pemikiran tentang federalisme dilambungkan oleh Pimpinan PAN Amien
Rais dan Sekjen PAN Faisal Basri. Kedua tokoh nasional ini mcnyatakan
bahwa Indonesia seharusnya mengadopsi konstitusi federal sebagai solusi
adanya berbagai krisis yang melanda bangsa Indonesia karena sistem
fedarasi akan memungkinkan pemerataan dalam pembangunan serta tidak
terjadi kecemburuan antar daerah karena masing-masing diberi hak untuk
mengelola foderasinga sesuai dengan karakteristik, SDA dan SDM yang
dimiliki. Wacana tersebut telah membongkar paradigma baru dalam
pemikiran politik di Indonesia yang sekian lama wacana tersebut dianggap
tabu dalam jagat politik Indonesia karena banyak anggapan bahwa bentuk
negara Republik yang memakai format negara kesatuan adalah bentuk
final bagi Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan.'”

Negara kesatuan yang diproklamirkan oleh the founding fathers kita

dalam UUD 1945 selalu dipandang sebagai semacam butir “syahadat”

u Amin Rais, Merenda Hari Esok, (Yogyakarta, Bigraf Publising, 1999) cet I, him. 10.
Ibid,



yang sangat penting dan dilihat sebagai penangkalan eksplisit terhadap
usaha Belanda untuk menjaga agar Indonesia tetap terpecah belah.'*

Partai Amanat Nasional, Y.B. Mangunwijaya dan menteri keuangan
Mar’ie Muhammad mengungkapkan bahwa justru obsesi Indoonesia pada
kesatuan dan pengendalian pusatlah yang menjadi bahaya terbesar bagi
integrasi nasional karena tidak ada keseimbangan antara pusat dan daerah
serta tidak ada pemerataan. Setelah pengangkatan Gus Dur dan Megawati,
persoalan federalisme mencuat ke dalam pentas perpolitikan nasional yang
ditandai dengan adanya unjuk rasa lima belas ribu mahasiswa di Sulawesi
yang memproklamasikan berdirinya Negara Indcnesia Timur. Mereka
mengecam dominasi Jawa dalam politik dan mendukung sejumlah negara
federal di seluruh pelosok nusantara.'

Bagi bangsa Indonesia, konsep negara federal sangat penting
dipelajari dan diperdebatkan secara publik agar dapat diketahui kelebihan
dan kelemahannya sehingga dimasa yang akan datang konsep ini dapat
menjadi alternatif pilihan jika bentuk ncgara kcsatuan sudah tidak relevan
lagi dengan tuntutan perubahan zaman. Konsep ini dapat dihadapkan
dengan konsep negara kesatuan sebagai pengertian masing-masing agar
dapat diketahui dengan jelas berbagai macam perbedaan dan keunggulan
masing-masing. Selain itu, berbagai penyclewengan kekuasaan pada masa
lalu dapat disoroti lebih jelas dengan menggunakan lampu sorot
federalisme. Dengan demikian masyarakat dihadapkan pada berbagai
 Ymdwmien

' Cris Manning dan Peter van Deermen, Indonesia Di Tengah., him. 30.



macam alternatif kemungkinan dan pilihan-pilihan baru bagi pengelolaan
dan pengurusan kenegaraan di Indonesia di masa mendatang, (dengan
maksud itulah dibahas beberapa alasan pentingnya federalisme dalam
demokratisasi Indonesia)."®

Mengingat begitu penting dan mendesaknya kajian mengenai
federalisme dalam Islam karena selama ini belum dikaji secara mendalam
dalam suatu karya ilmiah, maka tidak berlebihan jika kemudian penyusun
menganggap bahwa bentuk Negara federal perlu untuk menjadi sebuah
pertimbangan bagi bangsa Indonesia yang mayoritas muslim demti
tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai
magqashid syari'ah.

Penyusun memilih untuk mengkaji tentang negara Federal dalam
Pandangan Figih Siyasah karena persoalan tersebut belum banyak dikaji
oleh pemikir-pemikir politik Islam maupun oleh kaum akademisi muslim
yang meganggap bahwa bentuk negara federasi tidak sesuai dengan nilai-
nilai siyasah syar'iyyah serta keberadaannya belum pernah dipraktekkan
dalam sejarah perpolitikan Islam. Tidak hanya itu, ketertarikan penyusun
juga dilatar belakangi oleh kondisi sosial politik Indonesia yang carut
marut akibat ketidakberesan para pengelola negara yang selalu
menggunakan tameng Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk

menghisap kekayaan daerah dan memiskinkan orang-orang pedalaman.

¥ Amin Rais, Merenda Hari Esok ., him . 92.



B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditentukan
pokok masalah sebagai berikut:

Bagaimana pandangan Islam terhadap bentuk negara federasi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah :

Untuk menjelaskan pandangan Islam terhadap bentuk negara federasi

Kegunaan penelitian :

1. Diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang konsep
negara federasi sehingga dikemudian hari dapat menjadi alternatif
Jjawaban terhadap persoalan ketidak adilan dan jurang pemisah
antara pusat dan daerah;

2. Diharapkan dapat memberi gambaran secara rinci mengenai
konsep federasi dalam perspektit Hukum Islam (Syari’ah).

3. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
khazanah ilmu penegatahuan I[slam khusunya Figh Siyasah
tentang konsep federasi serta memberikan sumbangan bagi bangsa

dan negara.

D. Telaah Pustaka
Sebelum menganalisa lebih lanjut, penyusun akan menelaah karya-
karya yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, baik dari

permasalahan federasi dan federasi dalam pandangan Islam .



Di antara buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang
dikaji dalam penyusunan skripsi ini adalah adalah:

Buku yang ditulis oleh Miriam Budiharjo yang berjudul Dasar-
Dasar Ilmu Politik, dalam buku tersebut diungkapkan secara jelas sejarah
pemikiran tentang federasi dan konfiderasi. Dalam buku tersebut juga
dipaparkan berbagai macam pemikiran politik kenegaraan terkait dengan
masalah bentuk negara federasi serta memuat kelebihan dan kelemahan
negara federasi dan konfederasi sehingga dapat menjadi acuan bagi
penyusun dalam menjawab rumusan masalah."”

Buku yang tak kalah pentingnya bagi penyusun adalah buku yang
ditulis oleh Munawir Sjadzali yang berjudul Islam dan Tata Negara,
karena buku tersebut memuat berbagai macam pemikiran politik dan
negara dari pemikir-pemikir muslim mulai abad pertengahan sampai era
kontemporer sehingga dapat membantu penyusun dalam membedah dan
menganalisa sistem federasi dalam perpektif hukum Islam. Dalam buku
tersebut juga terdapat pemikiran politik al-farabi yang mengatakan bahwa
bentuk negara paling ideal adalah negara kota yang hampir mirip dengan
negara federasi.'™

Buku lain yang mempunyai manfaat dalam membedah persoalan

federasi dalam Islam adalah buku yang ditulis oleh Yudian Wahyudi.

1 Miniam Budiharjo, Dasar-Dasar flmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2000), him. 140-141,

" Munawir Sjadzali, Islam dan Tata negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2000), him. 52.



10

Dalam buku tersebut terdapat uraian tentang karakteristik hukum Islam,
magqashid al-syari‘ah dan uraian tentang maslahet dan mafsadat. Dari
buku tersebut persoalan politik, bentuk negara dan sistem pemerintahan
dikelompokkan menjadi hukum lokalitas sedangkan nilai keadilan
merupakan nilai universal yang harus ditegakkan oleh seluruh umat Islam
dimanapuﬂ dan sampai kapanpun.' Dari teori-teori yang ada dalam buku
tersebut dapat dipakai untuk menganalisa persoalan federasi dalam Islam.

Buku yang sangat membantu penyusun dalam mempelajari sejarah
dan pemikiran Islam dan nasionalisme adalah buku ditulis oleh Badri
Yatim yang berjudul Soekarno, Islam dan Nasionalisme.?® Dalam buku
tersebut diungkapkan pemikiran politik dan negara dari Soekarno,
nasionalisme¢ menurut Sogkarno serta pemikiran hubungan antara Isam dan
negara menurut Soekarno. Selain itu, buku tersebut juga mengungkapkan
berbagai macam langkah politik Soekarno mulai sebelum kemerdekaan,
setelah kemerdekaan dengan merumuskan ideologi pancasila, serta
kebijakan-kebijakan setelah menjadi presiden termasuk membentuk RIS
dan konstitusi RIS yang berbentuk federasi.

Buku yang tak kalah pentingnya adalah buku membahas tentang
krisis atau permasalahan yang terjadi di Indonesia pasca runtuhnya

dominasi rezim Soeharto adalah buku Indonesia Di Tengah Transisi®.

¥ Yuodian Wahyudi, Afognshid Syari'wh dolom  Pergummion Politik, (Yogyakarta:
Nawesea, 2007}, him. 26-27.

® Badri Yatim, Soekarno, Islam dan Nasionalisme, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999),
him. 34.
! Cris Manning dan Peter van Deermen, indonesia di Tengah., him. 31- 32.



11

Buku ini memaparkan berbagai macam krisis baik ekonomi, politik, sosial,
budaya yang terjadi di Indonesia serta berbagai pemikiran untuk
memecahkan berbagai macam Kkrisis tersebut. Masalah-masalah yang
menjadi pehatian dalam buku ini demikian luas dan komprehensif
sehingga sedikit banyak sangat membantu penyusun.

Buku yang ditulis oleh Bachtiar Effendi dengan bukunya Islam Dan
Negara,” Buku ini meneropong berbagai macam pemikiran antara agama
dan negara menurut para pemikir Islam di Indonesia seperti Cak Nur, Gus
Dur dll. Buku ini banyak memberikan informasi penting dan kontribusi
pemikiran di bidang politik Islam di Indonesia.

Pada bagian sistem pemerintahan menurut Islam, banyak pakar dari
periode klasik yang telah memberikan pandangannya mengenai hal
tersebut. Tetapi yang sejauh penyusun ketahui buku yang memberikan
gambaran cukup jelas tentang sistem atau bentuk pemerintahan dan
perangkat-perangkatnya yang mampu memberi bentuk tersendiri yang
Islami dan sckaligus seirama dengan perkembangan zaman modern adalah
buku Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam * yang
diterjemahkan oleh Afif Muhammad dari Minhaj al ~Islam fi al Hukmi,
karangan Muhammad Asad.

Belum banyak skripsi yang mengemukakan tentang topik federasi

dalam lslam, akan tetapi terdapat skripsi yang cukup menarik bagi

2 Bachtiar Effendy, fslam Dan Negara Tranformasi Pemikiran dan Prakik Poltitk di
Indonesia, (Jakarta: Paramadina, Cet. I, 1998), him. 10.

* Muhammad Asad, Sebuah Kajian Tentang Sistem.. hlm. 45-46.
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penyusun untuk membedah perscalan negara federasi dalam Islam seperti
Skripsi dari Tajuddin yang mengupas tentang konsep negara menurut
Hasan Tiro. Dalam Skripsi tersebut dipaparkan pemikiran Hasan Tiro
tentang sistem federasi terkait dengan ketidak adilan yang terjadi di Aceh
sehingga muncul GAM. Menurutnya, tidak adanya keadilan antara pusat
dan daerah membuat beberapa daerah merasa diberlakukan tidak adil
sehingga menuntut kemerdekaan. Negara-negara maju dan sejnhte-ra adalah
negara yang menganut sistem federasi, oleh sebab itu Hasan Tiro
mengusulkan agar Indonesia menganut sistem tersebut agar tidak ada
kesenjangan antara pusat dan daerah.?*

Skripsi lain yang tak kalah pentingnya adalah skripsi yang ditulis
oleh Dyah Wulandari yang berjudul Relasi Islam dan negara menurut
Pemikiran Politik Amien Rais Perspektif Fiqih Siyasah. Dalam skripsi
tersebut dituangkan secara rinci pemikiran politik Amien Rais tentang
hubungan antara Islam dan negara dan diantara pemikirannya adalah
bahwa konsep negara federal tidak bertentangan dengan nilai-nilai
syari’ah karena menurutnya dalam syari’at Islam tidak memuat secara
detail bentuk negara dan pemerintahan apa yang harus di anut oleh umat
Islam. Amien hanya berpandangan bahwa antara agama dan negara hanya
bersifat simbiotik, artinya hanya nilai-nilai siya>sah syar‘iyyah yang ada
dalam al-Qur’an dan al-Sunnah seperti nilai keadilan, supremasi hukum,

musyawarah, kebebasan dalam beragama, amar ma’ruf nahi munkar dan

* Ahamad Tajuddin, “Konsep Negara Menurut Hasan Tiro”, Skripsi, Jurusan Jinayah
Siyasah Fakultas Syari’ah tidak diterbitkan, 2005,
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nilai persamaan yang harus ditegakkan oleh seluruh umat Islam karena
nilai-nilai tersebut menjadi ruh bagi keberadaan negara supaya dapat
berfunsi secara maksimal ®

Persoalan bentuk Negara federasi sampai saat ini masih menuai pro
dan kontra karena belum dikaji secara mendalam melalui pendekatan yang
kmprehensif. Penelitian terdahulu hanya melandaskan pemikirannya
kepada dalil-dalil Al-Qur’an dan Sunnah secara sepotong-potong tanpa
dilandasi dengan pendekatan-pendekatan lain seperti pendekatan historis
dan magasid al-Syari’ah sehingga banyak yang kurang menerima. Skripsi
ini akan mencoba memaparkan persoalan federasi dalam Islam melalui
pendekatan multidisipliner seperti pendekatan normatif, historis, dan
maqasid al-Syariah sebagai ruh dari syari’at Islam terutama figih siyasah.
Dengan demikian maka diharapkan dapat menjelaskan persoalan federasi
dalam Islam dengan lebih komprehensif dan dapat dipertanggung

jawabkan secara akademis.

E. Kerangka Teoretik

Dalam syari'at agama Islam, tidak ada konsep yang jelas tentang
bentuk negara dan sistem pemerintahan, Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah,
yang menjadi hujjah hukum Islam, hanya disebutkan beberapa nilai moral
agama yang harus ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

seperti musyawarah, persamaan, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar,

% pyah Wulandari, “Istam dan Negara Menurui Pemikiran Politik Amien Rais”™, Skripsi,
Jurusan Jinavah Sivassh Fakultas Syari’ah tidak diterbitkan, 2005,
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pluralisme dan lain sebagainya. Fenomena ini telah menyebabkan
perbedaan pendapat dalam memahami konsep politik dan negara dalam
Islam. Namun demikian, Islam sangat menganjurkan adanya suatu
kepemimpinan dalam suatu masyarakat karena manusia diciptakan oleh
Tuhan dengan segala keterbatasan dan mempunyai hawa nafsu yang
cenderung melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.
Dalam al-Qur’an dan as-Sunnah hanya memuat nilai-nilai yang
harus direalisasikan oleh umat Islam dalam konteks negara seperti firman

Allah:
sl e oeuy AN 65 Gty Ol Y1y Jual b i B
209545 (Shad oSy iy Sl
Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa umat Islam hanya disuruh

mengikuti Nabi dalam masalah agama, sedangkan dalam masalah dunia

tidak diwajibkan untuk mengikutinya. Seperti sabda Nabi:
ggf_, Bl r.{.'v'}n‘ ‘5‘} 4 ‘).:b‘-.'l ‘.S.':u_: P Lee ‘,KJJ.A( |51_,
7 5 Ul Liu

Bukti dari pentingnya umat Islam mempunyai pemimpin dan

menaatinya adalah firman Allah yang berbunyi:

% Q.S. an-Nahl (16): 90,

* Imam Muslim, Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiah, t.t.) 1410 H./1981 M,
VIII: 534. Dalam Agus Maftuh Abe Gabriel, Negara Tuhan The Thematic Encyclopaedia,
(Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004), him. 192.
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Keberadaan negara menjadi suatu bagian yang sangat penting dari
dalam mgsyarakat Islam. Menurut Ibnu Khaldun, "Adanya organisasi
kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia karena
manusia adalah makhluk sosial dan politik yang tidak dapat hidup tanpa
organisasi kemasyarakatan yang disebut oleh para ahli filsafat dengan
sebutan polis atau kota. Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk atau
keadaan lemah yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan
makanan, dan merasa aman dari serangan makhluk hidup lain. Dua hal
tersebut tidak dapat dilakukannya sendiri tanpa bekerja sama dengan orang
lain. itulah sebabnya manusia membutuhkan organisasi kemasyarakatan
dan negara akan berbagai macam kebutuhan dan kepentingan hidupnya
dapat tercapai dengan baik".

Tujuan inti Negara menurut Islam adalah menyiapkan perangkat
politik bagi terwujudnya persatuan dan tolong menolong di kalangan
masyarakat. Masyarakat Islam bukan merupakan tujuan, tetepi semata-
mata sarana mencapai tujuan itu sendiri. Terwujudnya suatu masyarakat
yang selalu mengamalkan kebajikan dan kcadilan, membela kebenaran dan
meruntuhkan kebatilan, dengan kata lain, suatu masyarakat yang berupaya

menciptakan kondisi sosial yang memberi kemungkinan seluas-luasnya

28 .S. an-Nisa', (3): 59.
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kepada sebanyak mungkin anggota masyarakatnya untuk hidup sesuai
dengan hukum fitrah Allah SWT, baik dalam aspek spiritual maupun
material adalah menjadi tujuannya.

Dipandang dari sudut syar’i, Negara menurut Islam dapat
memperoleh kekuatan hukumnya apabila berdasarkan pada nash al Qur’an
yang qath’i. Al-Qur’an meletakkan berbagai prinsip umum yang amat
penting yang berkenaan dengan ciri-ciri Negara atau pemerintahan, yaitu:

Pertama: Kewajiban negara atau yang paling penting adalah
melaksanakan hukum syara’ di seluruh wilayah yang menjadi daerah
kekuasaan hukumnya (wilayah yurisdik). Berdasarkan hal ini, maka tidak
ada satu negara pun yang dapat disebut sebagai Negara Islam kecuali
Dustur Asasiah (Undang-Undang Dasar)-nya memuat materi hukum dalam
berbagai “masalah yang umum” berupa kaidah-kaidah yang diundangkan
oleh negara yang tidak dapat diganggu gugat dalam semua aspeknya. |

Kedua: Kendatipun hukum-hukum syara’ seperti yang diisyaratkan
di atas selamanya harus merupakan asas bangunan negara. Namun ia tetap
tidak dapat menjangkau seluruh undang-undang mesti dilaksanakan demi
kepentingan administratif negara tersebut. Sehingga dengan demikian,
tidak bisa tidak harus menambahkan berbagai undang-undang yang
disusun sendiri yang seirama dengan kondisi waktu dan persoalan yang
dihadapi, dengan satu syarat bahwa semua undang-undang yang dibuat
tidak bertentangan dengan nash-nash atau semangat syariat itu sendiri

tersebut. Sehingga, dengan demikian, tidak bias tidak harus menambahkan
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berbagai undang-undang yang disusun sendiri yang seirarﬁa dengan
kondisi waktu dan persoalan yang dihadapi, dengan satu syarat bahwa
semua undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan nash-nash
atau semangat syariat itu sendiri. Dengan demikian Undang-Undang
Negara wajib menyatakan dengan tegas bahwa undang-undang
pemerintahan manapun tidak akan berlaku manakala bertentangan dengan
salah satu diantara nash-nash syara’.

Ketiga: Ketaatan pada pemerintah sesungguhnya merupakan
keharusan setiap warga negara terhadap negaranya, dan karena itu ia
dianggap sebagai suatu prinsip dasar yang dikenal oleh semua masyarakat
beradab. Hanya saja mesti kita pahami bahwasannya ketaatan kepada
negara menurut Islam ini selamanya wajib hukumnya sepanjang negara
tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan apa yang
dihalalkannya.

Keempat: Adalah tidak diragukan sedikitpun bahwa diperolehnya
persetujuan masyarakat seperti itu haruslah terlebih dahulu dimulai dengan
upaya pemerintah mewujudkan asas kebebasan memilih yang dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya. Keckuasaan kepala negara yang diperoleh tidak
melalui sistem pemilihan seperti itu berakibat tidak adanya keharusan taat
masyarakat, betapapun andainya kepala negara itu mengaku sebagai
seorang muslim.

Teori yang juga harus dijelaskan dalam skripsi ini adalah teori

negara fedaral, karcna dalam scjarah perpolitikan Islam bentuk negara
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tersebut belum dikenal. KC Wheare menyatakan bahwa prinsip negara
federal adalah kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah
federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang tertentu adalah bebas
satu sama lain.”

Al-Farabi mengemukakan bahwa negara yang paling ideal adalah
negara sempurna kecil yang dihuni oleh masyarakat yang sempurna dan
hanya terdiri dari beberapa kampung. Teori ini memberikan penjelasan
bahwa terlalu luasnya wilayah yang harus ditanggung oleh negara tidak

akan membawa kebaikan dan keadilan mutlak baik lahir maupun batin.*

F. Metode Penelitian
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan
sistematis, penulis menggunakan metode sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Penelitian ini merupakan penrelitian kepustakaan (Library
Reseach), yaitu penelitian yang mengguanakan Data kepustakaan berupa
buku, kitab, ensiklopedi, jurnal, majalah, artikel, internet dan sumber-
sumber ilmiah lain yang relevan.’'
2. Sifat Penelitian

Penelitian  ini  bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan

menguraikan secara sistematis materi pembahasan federasi yang berasal

* Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar limu Politik, (Jakarta: Gramedia, Cet. IV, 1982), him.
141.

% Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: Ul Press, 1993), him. 52-53.
"' Winarno Surahmat, Pengantar Penelitian llmiah Dasar Metode Tehnik (Bandung:
t.p,1994). him 251.
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dari berbagai sumber, kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh
hasil yang bisa dipertanggungjawabkan.”
3. Pendekatan
Dalam usaha pemecahan masalah yang dikaji, penyusun
menggunakan pendekatan normatif, yakni mendekati konsep federasi
dengan mendasarkan pada teks-teks al-Qur’an dan as-sunnah serta
pendapat para pakar politik Islam.
4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat
dibutuhkan sehubungan dengan usaha mendapatkan data-data yang relevan
dan valid melalui referensi-referensi yang sesuai dengan obyek penelitian.
Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan suatu teknik
observasi terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai landasan
normatif hukum Islam, literatur-literatur serta karya-karya ‘ilmiah lain
yang berkaitan erat dan relevan dengan obyek penelitian ini. Dalam ayat
al-Qur’an dan al-Sunnah tidak disebutkan secara rinci tentang bentuk
Negara yang harus dianut oleh umat Islam.

Karya ilmiah yang dijadikan sumber primer dalam penyusunan
skripsi ini adalah buku yang ditulis oleh Imam al-Mawardi yang berjudul
al-ahkam al-sultaniyyah wa al wilayat al-diniyyah. Buku tersebut
dijadikan sumber primer karena memuat teori-teori politik, negara dan

sistem pemerintahan Islam yang akan dijadikan penguji apakah persoalan

32 tbid., hlm. 40.
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dijadikan sumber primer karena memuat teori-teori politik, negara dan
sistem pemerintahan Islam yang akan dijadikan penguji apakah persoalan
federasi sesuai dengan Islam atau tidak. Buku lain yang dijadikan buku
primer adalah buku Dasar-dasar llmu Politik yang ditulis oleh Miriam
Budiharjo. Buku tersebut memuat pemikiran Negara Federasi secara lebih
luas mulai dari pengertian sampai kepada sejarah adanya pemikiran
Negara federasi, perkembangannya serta kelebihan dan kelemahan.
Sedangkan buku-buku lain dijadikan sumber sekunder dengan harapan
dapat melengkapi sumber primer dan dapat dijadikan bahan untuk
menganalisis permasalahan yang ada dalam skripsi ini.
5. Analisis Data

Setelah pengumpulan bahan kepustakaan, kemudian dilakukan
peninjauan data dan diklasifikasikan untuk mempermudah langkah analisis
dengan menempatkan masing-masing data sesuai sistematika yang telah
direncanakan dalam penelitian ini, analisis yang digunakan analisis yang
bersifat induktif yaitu proses berpikir yang berangkat dari pengetahuan
atau fakta-fakta yang bersifat khusus tentang konsep negara federasi
perspektif siayasah, kemudian menuju pada pengetahuan yang bersifat

umum. >

** Sutrisno Hadi, Metode Penelitian II, (Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1980),
him. 36-40. .
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G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah bab yang berisi pendahuluan yang merupakan
gambaran dari pembahasan skripsi ini, memuat latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun mendeskripsikan tentang gambaran umum
tentang Negara. Dalam bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu
sub bab sistem pemerintahan sub bab konsep federasi yang mencakup di
dalamnya pengertian federasi, bentuk negara federal, dan sistem
pemerintahanya.

Bab ketiga adalah bab yang menguraikan tentang Konsep negara
federasi menurut Islam. Dalam bab ini akan dibagi dalam beberapa sub
bab yaitu sejarah pemikiran Negara dalam Islam, sub bab tujuan negara
menurut Islam dan sub bab Negara federasi menurut Islam.

Bab keempat adalah analisis negara federasi dalam perspektif Islam
yang dibagi dalam beberapa sub bab yaitu analisis pemikiran Negara
menurut Islam dan analisis negara federasi menurut Islam.

Bab kelima adalah penutup yang di dalamnya memuat kesimpulan

dan saran.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keselurvhan. pemaparan yang telah penyusun sampaikan, terdapat
beberapa kesimpulan yang terdapat dalam skripsi ini. Di antaranya adalah
sebagai berikut:

Islam tidak mempunyai aturan legal-formal terkait dengan bentuk
negara dan sistem pemerintahan yang harus ditegakkan oleh umat Islam. Islam
hanya menyediakan nilai-nilai politik yang harus ada dan ditegakkan oleh
pemerintahan Islam seperti nilai musyawarah, keadilan, kesetaraan, persatuan,
toleransi dan pembelaan terhadap kaum lemah dan tertindas. Fenomena
tersebut memberikan landasan kepada umat Islam bahwa dalam masalah
politik kenegaraan, umat Islam diberikan kebebasan untuk berijtihad dan
menentukan sendiri bentuk dan sistem yang paling cocok dan bisa menjamin
nilai politik Islam tersebut. Islam memandang bahwa bentuk negara federasi
tidak bertentangan bahkan sangat sesuai dengan nilai-nilai syari’at Islam
karena bentuk negara federasi lebih melnjamin terwujudnya nilai-nilai siyasah
syar’iyah seperti nilai musyawarah, keadilan, persamaan, kebebasan,

persatuan dan kesatuan serta pengangkatan terhadap harkat dan martabat
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BAB Y

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pemaparan yang telah penyusun sampaikan, terdapat
beberapa kesimpulan yang terdapat dalam skripsi ini. Di antaranya adalah
sebagai berikut:

Islam tidak mempunyai aturan legal-formal terkait dengan bentuk
negara dan sistem pemerintahan yang harus ditegakkan oleh umat Islam. Islam
hanya menyediakan nilai-nilai politik yang harus ada dan ditegakkan oleh
pemerintahan Islam seperti nilai musyawarah, keadilan, kesetaraan, persatuan,
toleransi dan pembelaan terhadap kaum lemah dan tertindas. Fenomena
tersebut memberikan landasan kepada umat Islam bahwa dalam masalah
politik kenegaraan, umat Islam diberikan kebebasan untuk berijtihad dan
menentukan sendiri bentuk dan sistem yang paling cocok dan bisa menjamin
nilai politik Islam tersebut. Islam memandang bahwa bentuk negara federasi
tidak bertentangan bahkan sangat scsuvai dcngan nilai-nilai syari’at Islam
karena bentuk negara federasi lebih melnjamin terwujudnya nilai-nilai siyasah
syar'iyah seperti nilai musyawarah, keadilan, persamaan, kebebasan,

persatuan dan kesatuan serta pengangkatan terhadap harkat dan martabat
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kaum miskin dan tertindas. Alasan secara rinci bahwa bentuk negara federasi

sesuai dengan nilai-nilai syari’at Islam adalah sebagai berikut:
a). Negara federasi dibentuk berdasarkan berbagai macam fenomena
bahwa negara kesatuan yang memayungi beberapa daerah tidak dapat
menciptalan keadilan dan kesetaraan antara pusat dan daerah serta
menimbulkan kesenjangan antara pusat dan daerah sehingga terjadi
sentralisasi baik dalam masalah ekonomi, politik, sosial dan budaya.
Negara yang tidak dapat menciptakan keadilan dan kesetaraan jelas
bertentangan dengan syari’at Islam karena syari’at Islam sangat
menanamkan nilai keadilan dan kesetaraan dalam masalah politik.
b). Salah satu nilai siyasah syar'iyah yang paling tegas dan jelas
disebutkan dalam al-Qur’an adalah musyawarah. Dalam negara yang
berbentuk federasi, nilai musyawarah ini lebih mudah untul
diterapkan karena wilayahmya tidak terlalu luas dan rakyatnya tidak
terlalu banyak serta rakyat akan lebih mudah mengontrol jalannya
roda pemerintahan sehingga sistem demokrasi lebih terjamin
keberadaannya. |
c). Selain alasan subtansial, sistem federasi juga mempunyai landasan
historis karena bentuk negara yang pernah didirikan oleh rasul pada
awalnya juga merupakan negara kota yang lebih dekat dengan bentuk

negara federasi karena wilayahnya tidak terlalu luas dan rakyatnya
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tidak terlalu banyak. Negara Madinah yang didirikan oleh Rasulullah
telah teroukti dapat merealisasikan nilai-nilai syari’ah Islam seperti
nilai musyawarah, keadilan, kesetaraan, kebebasan, toleransi,
pluralisme, mengangkat harkat dan martabat kaum miskin tertindas
dan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan. Fenomena tersebut
Ajuga dikemukakan oleh al-Farabi seorang filosof muslim terkenal
abad pertengahan bahwa negara ideal adalah negara sempurna kecil
yang hanya terdiri dari gabungan beberapa kampung.

d). Negara kesatuan yang tidak dapat menciptakan keadilan dan
kesetaraan justru akan menyebabkan kecemburuan sosial antara pusat
dan daerah sehingga dapat menyebabkan konflik horizontal dan
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu tujuan
berdirinya negara federasi adalah untuk mencegah adanya
kesenjangan antara pusat dan daerah untuk menciptakan keadilan
yang merata, oleh sebab itu negara federasi sangat sesuai dengan cita-

cita politik Islam.

B. Saran-Saran
Wacana tentang sistem pemerintahan bentuk negara dalam Islam adalah
wacana yang sangat dinamis dan bersifat debarable, karena dalam ajaran

agama Islam tidak terdapat sistem pemerintahan yang baku dan harus dianut
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oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Islam
sangat menghargai adanya proses pemikiran dalam urusan politik kenegaraan
agar bentuk negara dan sistem pemerintahan yang ada dalam negara-negara
muslim dapat benar-benar merealisasikan nilai-nilai siayasah syar’iyyah.
Terkait dengan hal ini, maka penyusun mempunyai saran-saran sebagai
berikut:

a. Seluruh umat Islam diseluruh dunia harus melakukan pengkajian
secara sistematis, konsisten dan kontinyu dan simultan tentang
bentuk negara dan sistem pemerintahan yang terbaik bagi
negara-negara muslim diseluruh dunia.

b. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut mengingat
banyak sekali kemajuan pemikiran tentang bentuk negara dan
sistem pemerintahan yang ada pada era modern seperti sekarang
ini. Negara federasi merupakan pemikiran politik modern yang
telah terbukti dapat membawa kebahagiaan dan kesejahteraan
bagi masyarakatnya, oleh sebab itu bentuk negara federasi harue
dikaji secara mendetail, dan simultan agar tidak bertentang
dengan cita-cita politik Islam.

c. Bentuk negara federasi dapat menjadi alternatif bagi negara-
negara yang mempunyai wilayah kekuasaan luas dan bersifat

majemuk seperti Indonesia agar tidak tidak terjadi kesenjangan

135



136

antara pusat dan daerah serta lebih dapat mewujudkan keadilan
dan persamaan sehingga stabilitas sosial-politik dapat
dikendalikan.

. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak perlu
khawatir menggunakan sistem federasi, karena sistem tersebut
sesuai dengan nilai-nilai syari‘at Islam dalam masalah

pemerintzhan.
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